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BAB I 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang 
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan 
(Perpres 156/2014) , kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan 
diberikan Tunjangan Kinerja. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Perpres 156/2014 
dimaksud diatur bahwa "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, 
ketentuan mengenai tunjangan pokok sebagaimana diatur dalam Keputusan 
Presiden Nomor 15 Tahun 1971 tentang Tundjangan Chusus Pembinaan 
Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen · Keuangan, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku". 

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, agar pembayaran 
Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilaksanakan 
secara tertib dan akuntabel, maka pembayaran Tunjangan Kinerja 
dilaksanakan sesuai mekanisme yang tercantum dalam Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan 
Kementerian Keuangan. Selain itu, dalam petunjuk teknis ini juga diatur 
mengenai mekanisme pertanggungjawaban atas· pelaksanaan pembayaran 
Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai 
Di Lingkungan Kementerian Keuangan ini berlaku· secara mutatis mutandis 
terhadap mekanisme pelaksanaan pembayaran Tunjangan Tambahan Unsur 
Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) yang diberikan 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1 971 tentang Tundjangan 
Chusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Departemen Keuangan. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai 
Di Lingkungan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai acuan bagi 
masing-masing Kantor Pusat Unit Eselon I, Kantor Wilayah, Satuan Kerja, dan 
Sekretariat Jenderal di Lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dengan 
maksud dan tujuan untuk: 

1.  meminimalisir kesalahan dalam melakukan pembayaran dan 
pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan unsur TKPKN baik di tingkat Satker, Tingkat Wilayah maupun . 
di tingkat pusat; 

2. menciptakan keseragaman dalam administrasi pembayaran dan 
pertanggungjawaban pengelolaan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan unsur TKPKN; dan· 

3. meningkatkan kualitas pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban 
pengelolaan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan unsur TKPKN agar 
lebih cepat dan akuntabel. 
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Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja 
Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Satuan Kerja (Satker) adalah unit kerja di lingkungan Kementerian 
Keuangan yang menerima dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara untuk 
disalurkan kepada pegawai. 

2.  Tunjangan Tambahan unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan 
Negara yang selanjutnya disebut Tunjangan Tambahan adala.h Tunjangan 
Tambahan unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara 
sebagaimana dimaksud dalarn Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1 971 
tentang Tundjangan Chusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai 
Departemen Keuangan. 

3. Laporan Per:hbayaran dan Pertanggungjawaban (LPP) Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan adalah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 
dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. 

4. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker adalah 
LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibuat oleh Satker 
sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembayaran Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Tambahan kepada pegawai Satker bersangkutan. 

5. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Wilayah adalah 
LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibuat oleh Kantor 
Wilayah (Kanwil) yang merupakan rekapitulasi LPP Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan Tingkat Satker. 

6. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Pusat adalah LPP 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibuat oleh Kantor Pusat 
Unit Eselon I (KP UE I) , yang merupakan rekapitulasi LPP Tunjangan Kinerja 
dan Tunjangan Tarribahan Tingkat Wilayah (bagi KP UE I yang memiliki 
instansi vertikal berbentuk Kanwil) dan rekapitulasi LPP Tunjangan Kinerja 
dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker (bagi KP UE I meiniliki instansi 
vertikal tidak berbentuk Kanwil). 

7. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Kementerian 
adalah LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibuat oleh 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang merupakan kompilasi LPP 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Pusat dan LPP 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker Unit Eselon I 
yang tidak mempunyai instansi vertikal. 

8. · Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana (SPTPD) Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Tambahan adalah surat yang dibuat oleh Kepala 
Satker atas tanggung jawab pengelolaan dana Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan di lingkungannya. 
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9. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan adalah 

daftar yang memuat nama, NIP, eselon, golonganjruang, susunan keluarga, 
kelas jabatan, gaji, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan, dan 
nomor rekening pegawai penerima Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan. 

10. Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja dan Tuhjangan Tambahan adalah 
laporan yang dibuat oleh KP UE I yang mempunyai instansi vertikal kepada 
Sekretariat Jenderal, yang rrte-muat ·informasi mengenai jumlah penerimaan 
dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dari Sekretariat 
Jenderal, jumlah dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang 
ditransfer kepada Satker di lingkungannya, dan jumlah sisa dana 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. 

11. Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
adalah pemberitahuan yang dibuat oleh KP UE I yang mempunyai instansi 
vertikal kepada masing-masing Kanwil yang memuat jumlah dana 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang ditransfer kepada Satker 
di lingkungan Kanwil bersangkutan. 

12. Awal bulan adalah hari kerja pertama pada bulan berkenaan. 

13. Akhir Desember adalah hari kerja terakhir pada bulan Desember tahun 
anggaran berkenaan. 
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BAB II 
PENGALOKASIAN, PERMINTAAN, PENYALURAN, 

DAN LAPORAN TRANSFER DANA TUNJANGAN KINERJA 
DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

A. PENGALOKASIAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Kementerian 
Keuangan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 

B. PERMINTAAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

Pengajuan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 

1 .  Bagi KP UE I yang memiliki instansi vertikal berupa Kanwil : 

a. Satker mengajukan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan dengan menggunakan Format I Permintaan Dana Tunjangan 
Kinerja dan Tujangan Tambahan (Satker) ke KP UE I melalui Kanwil yang 
membawahi Satker bersangkutan paling lambat setiap tanggal 20 untuk 
pembayaran Tunja:ngan. Kirierja dan Tunjangan Tambahan bulan 
berikutnya setelah memperhitungkan potongan disiplin pegawai sesuai 
ketentuan yang betlaku. 

b. Kanwil mengkoordinasikan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan Satker-Satker lingkup Kanwil bersangkutan, dan 
membuat permintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
dengan menggunakan Format II Permintaan Dana Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan Lingkup Kanwil xxxx kepada KP UE I paling lambat 
tanggal 22 untuk pembayaran bulan berikutnya. 

c. KP UE I mengkoordinasikan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan Satker-Satker lingkup unitnya, dan membuat 
permintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dengan 
menggunakan Format III Permintaan Dana Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan Lingkup (Unit Eselon I) kepada Sekretaris Jenderal 
u.p Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat tanggal 24 
untuk pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bulan 
berikutnya. 

2.  Bagi KP UE I yang memiliki instansi vertikal bukan berupa Kanwil : 

a. Satker mengajukan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan dengan menggunakan Format I Permintaan Dana Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Tambahan (Satker) ke KP UE I yang membawahi 
Satker bersangkutan paling lambat setiap tanggal 20 untuk pembayaran 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bulan berikutnya setelah 
memperhitungkan potongan disiplin pegawai sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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b. KP UE I mengkoordinasikan permintaan dana Tunjangan Kinerja dan 

Tunjangan Tambahan Satker-Satker lingkup unitnya, dan membuat 
permintaan dana Tunjangan Kinerja clan Tunjangan Tambahan dengan 
menggunakan Format III Permintaan Dana Tunjangan Kinerja clan 
Tunjangan Tambahan Lingkup (Unit Eselon I) kepada Sekretaris Jenderal 
u.p Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan paling lambat tanggal 24 
untuk pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bulan 
berikutnya. 

3. Bagi unit organisasi/KP UE I yang tidak memiliki instansi vertikal, pengajuan 
pe·rmintaan dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dilakukan 
dengan menggunakan Format I Permintaan Dana Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahah (Satker) kepada Sekretaris. Jenderal u.p Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan paling lambat tanggal 24 untuk pembayaran 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bulan berikutnya setelah 
memperhitungkan potongan disiplin pegawai sesuai ketentuan yang berlaku .. 

Diagram 1 
Skema Permintaan Dana Tunjangan Kinerja Dan Tunjangan Tambahan 

Seljen 

Satker tidak 
mempunyai Kanwil 

C. PENYALURAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

Penyaluran dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan kepada 
KP UE I eli lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan oleh Sekretariat 
Jenderal u. p. Biro Perencanaan dan Keu:angan berdasarkan permintaan dana 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dari KP UE I. 

Adapun tahapan penyaluran dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan dari Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan 
kepada KP UE I adalah sebagai berikut: .. 
1. P::-ling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum awal bulan, Sekretariat Jenderal u.p 

Biro
. 
Perencanaan dan Keuangan menyalurkan dana Tunjangan Kinerja dan 

TunJan�an Ta
.
mbahan kepada KP UE I. Bagi KP UE I yang tidak memiliki 

Instans1 Ve�tlkal, pen:yaluran dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan d1lakukan palmg lambat 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan. 
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. 2.  Paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum awal bulan, KP UE I menyalurkan 

dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan kepada Satker di 
lingkungannya. Penyaluran dana dilakukan secara utuh, tidak 
diperkenankan dibebani potongan-potongan, seperti potongan asuransi, 
majalah, dan biaya bank. 

3. Pada awal bulan, Tunjangan Kinerja dan T:unjangan Tambahan disalurkan 
kepada masing-masing pegawai yang berhak menerima. 

Diagram 2 
Skema Penyaluran Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 

Setjen 

Satuan kerja Pegawai 

Pegawai 

D. LAPORAN/PEMBERITAHUAN TRANSFER DANA Tl]NJANGAN KINERJA DAN 
TUNJANGAN TAMBAHAN 

Laporanjpemberitahuan transfer·dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan 
penyaluran dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan, dengan 
keten tuan se bagai beriku t: 

1. Bagi KP UE I yang memiliki instansi vertikal berupa Kanwil : 

a. KP UE I menyampaikan Laporan Transfer Dana Tunjangan· Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan kepada Sekretaris Jenderal u.p· Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan dengan menggunakan Format IV Laporan 
Transfer Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Lingkup (Unit 
Eselon I) ; dan 

b. KP UE I memberitahukan transfer dana Tunjangan Kirterja dan Tunjangan 
Tambahan kepada Kanwil atas jumlah dana Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan yang ditransfer ke Satker di lingkungannya dengan 
menggunakan Format V Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerja 
dan Tunjangan Tambahan lingkup Kanwil lxxx. 

2. Bagi KP UE I yang memiliki instansi vertikal bukan berupa Kanwil, KP UE I 
menyampaikan Laporan Transfer Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Perencanaan dan 
Keuangan dengan menggunakan Format IV Laporan Transfer Dana 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Lingkup (Unit Eselon I) . 
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BAB III 
KETENTUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

A. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN TUNJANGAN 
KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

. Dalam · melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunja:ngan 
Tambahan, Satker harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1.  Kelas jabatan pegawai; 

2. Tunjangan yang menjadi hak pegawai yang akan dibayarkan (pegawai 
tersebut memperoleh tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan atau hanya 
memperoleh tunjangan kinerja); 

3. Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dilakukan pada 
permulaan bulan yang bersangkutan; 

4. Besaran pemotongan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; dan 

5. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pembayaran · Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan pegawai. 

B. PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 
RUTIN / BULANAN 

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan rutin/ bulanan merupakan 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibayarkan terhadap 
pegawai I}ementerian Keuangan setiap bulan sesuai dengan kelas jabatan 
derigan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya. Dalam 
melakukan pembayaran Tunjangan Kin�rja dan Tunja:ngan Tambahan 
rutinjbulanan diberlakukan ketentuan sebagai berikut : 

1. Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan rutinjbulanan dibayarkan 
pada awal bulan untuk bulan berkenaan. 

2. Wajib dipotong PPh Pasal 21 dan disetorkan ke Rekening Kas Negara sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Contoh Pembayanin Tunjangan Kineda dan Tunjangan Tambahan 
Rutin/Bulanan kepada Pegawai baru: 

1.  PEGAWAI A diangkat sebagai CPNS Sekretariat Jenderal pada tanggal 
1 November 2014. Namun demikian, PEGAWAI A baru melaksanakan tugas 
yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) pada 
tanggal 1 Desember 2014. Untuk itu, kepada Pegawai A dibayarkan 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan terhitung mulai tanggal 
1 Desember 20 14. 

2. PEGAWAI B diangkat sebagai CPNS Sekretaria:t Jenderal pada tanggal 
1 Oktober 2014. Namun derriikian, PEGAWAI B telah melaksanakan tugas 
yang dibuktikan dengan SPMT pada: tanggal 3 November 2014 (hari kerja 
pertama pada bulan berkenaan). Untuk itu, kepada PEGAWAI B dibayarkan 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tainbahan terhitung mulai . bulan 
November 2014. 
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Contoh Pembayarari Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
Rutin/Bulanan kepada Pegawai yang mengalami mutasi jabatan: 

1. Tanggal 3 November 2014, PEGAWAI C diangkat menjadi pejabat fungsional 
Pranata Komputer pada Sekretariat Jenderal Keinenterian Keuangan dan 
mulai melaksanakan tugas dibuktikan dengan SPMT sebagai · pejabat 
fungsional Pranata Komputer pada tangga.l 3 November 2014. Untuk itu, 
kepada PEGAWAI C bisa dibayarkan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan sebagai pejabat fungsiona.l Pranata Komputer pada bulan 
November 2014. 

2. Tanggal 10 November 2014, PEGAWAI D diangkat menjadi pejabat struktural 
Eselon IV pada Sekretariat J enderal. PEGA W AI D melaksanakan tug as dan 
dibuktikan dengan Surat Pelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki 
Jabatan (SPMJ) pada tanggal 17 November 2014. Untuk itu, kepada 
PEGAWAI D dibayarkan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
sebagai pejabat struktural pada bulan Desember 2014. 

Contoh Pembavaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
Rutin/Bulanan kepada Pegawai pensiun 

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014, PEGAWAI E pensiun dari PNS 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Untuk itu, kepada PEGAWAI E, 
diberikan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan terakhir pada bulan 
November 2014. 

C. PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN RAPEL 

Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Rapel merupakan 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang dibayarkan terhadap 
pegawai Kementerian Keuangan karena adanya perubahan status 
kepegawaianjkelas jabatan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan bayar 
atas Tunjangan Kinerja dan Turijangan Tambahan yang menjadi ·hak pegawai 
bersangkutan. Dalam pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
Rapel diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 

1.  Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dibuat dalam 
Daftar Pembayaran tersendiri, yang dilampiri dengan surat keputusan 
sebagai dasar pembayaran; dan 

2. PPh Pasal 21 wajib dipotong dan segera disetorkan ke Rekening Kas Negara 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Contoh Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Rapel 

1. PEGAWAI F, adalah pelaksana di KPPN B dengan kelas jabatan 7. Pada 
pertengahan bulan November 20 14 menerima SK Kenaikan kelas ja�atan 
menjadi kelas jabatan 8 TMT 1 Januari 20 14. Selama bulan Januan s.d. 
November 20 14 telah dibayarkan dengan kelas jabatan 7 sehingga terhadap 
PEGAWAI F terjadi kekurangan bayar (TKPKN) sebelum ditetapkan 
Tunjangan Kinerja selama 7 Bulan (Januari s.d. Juni dan bulan ke- 13) dan 
kekurangan bayar (Tunjangan Kinerja) setelah ditetapkan Tunjangan Kinerja 
selama 5 (lima) bulan. 

Kekurangan yang dibayarkan (asumsi tidak terdapat potongan 

absensijhukdis), adalah: 

a. Kekurangan Januari s.d. Juni dan bulan ke- 13 

1. Kelas jabatan 8 = Rp 2.590.000,-

2.  Kelas jabatan 7 = Rp 2.360.000,-(-) 

3. Kekurangan = Rp 230.000,-

Kekurangan selama 7 bulan= Rp 230.000,- x 7 bulan= Rpl.6 10.000,-

b. Kekurangan Juli s.d. November 20 14 

1. Kelas jabatan 8 = Rp 3.980.000,-

2. Kelas jabatan 7 = Rp 2.360.000,-

3. Kekurangan = Rp 1.620.000,-

Kekurangan selama 5 bulan= Rp 1.620.000,- x 5 bulan= Rp8. 100.000,-

c. Total kekurangan yang harus dibayar adalah a+ b = Rp 9.7 10.000,-

2. PEGAWAI G, adalah pegawai yang diterima pada penerimaan pegawai Tingkat 
Sarjana, diangkat sebagai Pegawai Harian pada Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan terhitung mulai tanggal 1 Januari 20 14. Tunjangan 
Kinerja bulan Januari 20 14 PEGAWAI G, sebagai Pegawai Harian, baru 
dibayarkan pada tanggal 1 Februari 20 14 sebesar Rp 900. 000,00 (sembilan 
ratus ribu rupiah). Kemudian terbit SK CPNS a.h. PEGAWAI G, ·pada tanggal 
14 November 20 14 yang menerangkan bahwa PEGAWAI F telah diangkat 
sebagai CPNS terhitung mulai tanggal 1 Januari 20 14. Berapa Tunjangan 
Kinerja yang harus dibayarkan pada bulan Desember 20 14? Berapa 
kekurangan Tunjangan Kinerja yang harus dibayarkan? 

Pada tanggal 1 Desember 20 14 kepada PEGAWAI G, setelah ditetapkan kelas 
jabatannya, misalnya Kelas Jabatan 9, dibayarkan Tunjangan Kinerja penuh 
untuk bulan Desember 20 14 sebesar Rp 4. 179.000,- dan Tunjangan Kinerja 
Harian untuk bulan November 20 14 sebagai Pegawai Harian sebesar 
Rp900.000,-. 

Selama bulan Januari s.d November 20 14, kepada PEGAWAI G, telah 
dibayarkan Tunjangan Kinerja Harian sebesar Rp 900.000,- setiap bulannya. 
Setelah diangkat sebagai CPNS dengan Kelas Jabatan 9, hak keuangan 
PEGAWAI G bulan Januari s.d. Juni dan bulan ke- 13 adalah sebesar 
Rp2.850.000,- dan bulan Juli s.d. November adalah sebesar Rp4. 179.000,-
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Kekurangan yang dibayarkan (asumsi tidak terdapat potongan 
absensijhukdis), adalah : 

a. Kekurangan bulan Januari 2014 = Rp2.850.000,-

b. Kekurangan Februari s.d. bulan ke-13 

1. Kelas jabatan 9 = Rp 2.850.000,-

2.  Uang Harian · = Rp 900.000,-(-) 

3. Kekurangan = Rp 1. 950.000,-

Kekurangan selama 6 bulan= Rpl.950.000,- x 6 bulan= Rp11.700.000,-

c. Kekurangan Juli s.d. November 2014 

1. Kelas jabatan 9 = Rp 4.179.000,-

2. Uang harian = Rp 900.000,-

3. Kekurangan = Rp 3.279.000,-

Kekurangan selama 5 bulan= Rp3.279.000,- x 5 bulan= Rp16.395.000,-

d. Total kekurangan yang harus dibayar adalah a+ b + c = Rp30.945.000,-
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BAB IV 

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN 
DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

A. ASAS-ASAS PERTANGGUNGJAWABAN 

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan kepada pegawai 
menggunakan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan, dengan tetap merriperhitungkan potongan Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan 
Kementerian Keuangan. 

2.  Sebagai bukti telah diterimanya Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tarribahan oleh pegawai yang berhak, Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja 
dan Tunjangan Tambahan disabkan oleh pihak bank tempat dana Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Tambahan ditampung dan disalurkan. 

3. Bendahara Satker wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Tambahan dan menyetorkannya ke Rekening Kas 
Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. Dalam rangka pelaksanaan perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan, satuan kerja wajib menggunakan aplikasi pembayaran 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang disediakan oleh Biro 
Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 

B. ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN 

1. Kepala Satker bertanggungjawab atas penyaluran dana Tunjangan Kinerja 
dan Tunjangan Tambahan di lingkungannya dengan menandatangani SPTPD 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan dengan menggunakan Format 
VI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tunjangan Kinerja 
dan Tunjangan Tambahan. Pengecualian bagi KP UE I, SPTPD Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Tambahan ditandatangani oleh Kepala Biro 
Umum/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Badan. 

2. Satker menyusun LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangari Tambahan 
sebanyak 2 (dua) rangkap dengan lampiran sebagai berikut: 

a. SPTPD Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. 

b. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan yang 
dibuat sesuai dengan Format VII Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja 
dan Tunjangan Tambahan. 

c. Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 atas pembayaran 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan disertai dengan fotocopy 
lembar Bukti Penerimaan Negara, yang dilegalisasi oleh Kepala Satker. 

d. Dokumen lainnya yang terkait dengan pembayaran Tunjangan Kinerja dari 
Tunjangan Tambahan, yakni: . 
1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan, dilengkapi 

dengan dokumen sebagai berikut: · 

a) SK penetapan Kelas Jabatan (hanya bagi pegawai pelaksana); 
b) Rekapitulasi absensi; 
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c) Fotocopy rekening koran sebagai bukti penerimaan dana Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Tambahan dari Kantor Pusat; 

d) Fotocopy bukti setor saldo akhir tahun anggaranjkelebihan 
pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan ke 
Rekening Kas Negara (SSPB/ SSBP) disertai dengan fotocopy lembar 
Bukti Penerimaan Negara yang dilegalisasi Kepala Kantor; 

e) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Tambahan; 

f) Surat keterangan dirawat di rumah sakitjpuskesmas; 

g) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); 

h) Surat Pernyataan Pelaritikan/Berita Acara Pelantikan; 

i) Surat Peringatan; 

j) Surat terkait hukuman disiplin; 

k) Surat terkait. dengan pegawai yang melaksanakan tugas belajar 
(surat keterangan masa tugas belajar, SK penyesuaian Kelas 
Jabatan); 

1) SK pensiun; 

Kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut di atas digunakan sesuai 
dengan peruntukannya. 

2) Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Rapel, 
dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: · 

a) SK CPNS; 

b) SPMT; 

c) SKPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan; dan 

d) SK kenaikan/ penurunan Kelas Jabatan. 

Kelengkapan dokumen sebagaimana tersebut di atas digunakan sesuai 
dengan peruntukannya. 

C. PENYAMPAIAN LPP TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

Satker menyampaikan LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
kepada KP UE I secara berjenjang melalui Kanwil Satker bersangkutan. 
Selanjutnya, KP UE I menyampaikan LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Perencanaan dan 
Keuangan. 

1. Penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat 
Satker 

a. Satker menyusun dan menyampaikan LPP Tunjangan Kinerja dart 
Tunjangan Tambahan Tingkat Satker setiap bulan dengan menggunakan 
Format VIII Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan (LPP) Tunjangan 
Kinerja dan Tunjangan Tambahart Tingkat Satker dengan melampirkan 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 tersebut di atas 
kepada Kanwil Satker bersangkutan. 
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b.Bagi Satker yang tidak mempunyai Kanwil (dalam hal ini Balai Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan, Kantor Pelayanan Utama, dan PusatjLembaga 
yang secara administratif di bawah KP UE I), LPP Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan bulan berkenaan yang dilampiri dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 tersebut di atas, 
disampaikan kepada KP UE I. 

c. Bagi Satker KP UE I yang tidak mempunyai instansi vertikal, LPP 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan disampaikan kepada 
Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan tanpa 
melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 
tersebut di atas. 

2. Penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat 
Kanwil 

Kanwil rriembuat LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat 
Wilayah setiap bulan dengan menggunakan dengan Format IX Laporan 
Pertanggungjawaban Pengelolaan (LPP) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan Tingkat Wilayah dan menyampaikannya kepada KP UE I tanpa 
melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 
tersebut di atas, dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi atas LPP 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker. Verifikasi 
dalam tahapan ini dilakukan dengan menguji diantaranya, kesesuaian saldo 
akhir bulan lalu dengan saldo awal bulan berkenaan, pelaporan dropping 
telah sesuai dengan Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan dari KP UE I, pelaporan pajak yang disetor sesuai 
dengan · bukti SSP yang dilampirkan, dan kebenaran pelaksanaan 
pembayaran kepada masing-masing pegawai. 

3. Penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat 
Pus at 

KP UE I membuat LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat 
Pusat setiap bulan dengan · menggunakan Format X Laporan 
Pertanggungjawaban Pengelolaan (LPP) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan Tingkat Pusat dan menyampaikannya kepada Sekretariat Jenderal 
u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan dengan terlebih · dahulu melakukan 
verifikasi LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Wilayah. 
Verifikasi pada tahapan ini dilakukan dengan menguji kebenaran LPP 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangail. Tambahan Tingkat Kanwil diantaranya 
kesesuaian saldo akhir bulan lalu dengan saldo awal bulan berkenaan, 
pelaporan dropping telah sesuai dengan Pemberitahuan Transfer Dana 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. 
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- 4. Penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat 

Kementerian 

Sekretariat Jenderal u.p. Biro Perencanaan dan Keuangan membuat LPP 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Kementerian dengan 
menggunakan Format Format XI Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan 
(LPP) Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Kementerian 
Keuangan dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggarann (KPA) 
dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi LPP Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan Tingkat Pusat. Verifikasi pada tahapan ini dilakukan 
dengan menguji kebenaran LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
Tirtgkat Pusat diantaranya kesesuaian saldo akhir bulan lalu dengan saldo 
awal bulan berkenaan, pelaporan dropping telah sesuai dengan 
Pemberitahuan Transfer Dana Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan. 

D. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LPP TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN 
TAMBAHAN 

Batas waktu. penyampaian LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan diatur se bagai berikut: 

1. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Satker 
disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berkenaan. 

2.  LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Wilayah 
disampaikan kepada KP UE I paling lambat tanggal 10 bulan berkenaan. 

3. LPP Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tingkat Pusat disampaikan 
kepada Sekretariat Jenderal u.p Biro Perencanaan dan Keuangan paling 
lambat tanggal 15 bulan berkenaan. 

E. PENYETORAN SALDO TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

1. Dalam hal terdapat saldo dari pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 
Tambahan pada bulan berkenaan, saldo tersebut tidak dapat ditarik dari 
rekening kas bendahara pengeluaran dan dijadikan sebagai saldo awal pada 
bulan berikutnya� Apabila saldo tersebut merupakan saldo Tunjangan Kinerja 
dan Tunjangan Tambahan akhir tahun anggaran, maka harus disetorkan ke 
kas negara. 

2 .  Penyetoran saldo Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan akhir tahun 
anggaran 

a. Pada akhir tahun anggaran apabila terdapat saldo Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan harus segera disetorkan ke Rekening Kas Negara 
paling lambat akhir Desember tahun anggaran berkenaan. 

b. Penyetoran saldo Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
merupakan tninsaksi pengembalian belanja dari Satker Sekretariat 
Jenderal BA 015 yang merripunyai alokasi dana Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 

c. Penyetoran saldo Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan akhir 
tahun anggaran berkenaan ke Rekening Kas Negara menggunakan 
formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan kode Satker 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 
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. 3. Penyetorari kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan 

Tambahan 

Apabila terjadi pengembalian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan, 
Satker wajib mengembalikan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambahan dimaksud ke Rekening Kas Negara dengan 
menggunakan formulir sebagai berikut: 

a. SSPB dibuat sesuai dengan Format XII Contoh Formulir SSPB Untuk 
Pengembalian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan Tahun 
Anggaran Berkenaan. 

b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dibuat sesuai dengan Format XIII 
Contoh Formulir SSBP untuk pengembalian Tunjangan Kinerja dan 
Tunjangan Tambp_han Tahun Anggaran yang telah lalu . 

Pengisian kedua formulir tersebut menggunakan kode Satker Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan. 

4. Setiap pengembalian atas Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan, baik 
dengan menggunakan formulir SSPB maupun SSBP, harus dilaporkan secara 
langsung kepada Sekretaris Jenderal u.p Kepala Biro Perencanaan dan 
Keuangan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan laporan keuangan 
pada Sistem Akuntansi Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan. 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
(UNIT ESELON I) 
(UNIT ESELON II) 

1 .  

2 .  

PERMINTAAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 
(SATKER) 

BULAN . . . . . . . . . . . .  20XX 

Penerimaan Pengeluaran 

Sal do akhir bulan 1 .  Rencana pembayaran 
September Tunj angan Kinerj a  dan 
Permintaan draping Tunj angan Tambahan bulan 
Tunj angan Kinerj a  dan . . . .  
Tunj angan Tambahan 2 . Rencana pembayaran PPh 
bulan . . . . . . . . . . . .  Ps . 2 1  atas Tunj angan Kinerj a  

dan Tunj angan Tambahan 
bulan . . . . . . .  

3 . Rencana pembayaran rapel 
Tunj angan Kinerj a  dan 
Tunj angan Tambahan 

4 . Rencana pembayaran PPh 
Ps . 2 1  atas rapel 

5. Rencana pembayaran 
Tunj angan Harian 

J u m l a h  .- J u m l a h  

Mengetahui : Bendahara Pengeluaran 
Kepala Kantor xxx 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
(UNIT ESELON I) 
(UNIT ESELON II) 

PERMINTAAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 
LINGKUP KANWIL XXXX 

BULAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20XX 

Jumlah 

Rencana 
Permintaan Dana 

No Satker Saldo awal 
Pengeluaran 

Tunjangan Kinerja 
Dan Tunjangan 

Tambahan 

1 Kanwil l XXX 
2 (KANTOR X l )  
3 (KANTOR X2) 
4 (KANTOR X3) 
5 (KANTOR X4) 
6 (KANTOR XS) 

Jumlah kanwil 

. . . . . . . . . . . .  , . . . .  : . . . . . . . . . . .  20xx 
Kepala Kanwil xxx 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

(UNIT ESELON I) 

PERMINTAAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

LINGKUP (UNIT ESELON I) 

BULAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20XX 

Sal do Rencana No Satker 
awal Pengeluaran 

1 Kantor Pusat 

2 Kanwil 1 XXX 
3 (KANTOR X 1 )  

4 (KANTOR X2) 

5 (KANTOR X3) 

6 (KANTOR XS) 

Jumlah kanwil 

7 Kanwil 2 XXX 
8 (KANTOR X6) 

9 (KANTOR X7) 

1 0  (KANTOR X8) 

1 1  (KANTOR X9) 

1 2  (KANTOR X 1 0) 

Jumlah kanwil 

dst 

Jumlah keseluruhan 

Jtimlah 
Permintaan 

Dana 
Tunjangan 
Kinerja dan 
Tunjangan 
Tambahan 

. . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20xx 

Sekretaris UE I 

(NAMA) 

NiP 1 9  
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FORMAT IV 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
(UNIT ESELON I) 

LAPORAN TRANSFER DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 
LINGKUP (UNIT ESELON I) 

BULAN . . . . . . . . . . . . . . . .  20XX 

NO URAIAN PENERIMAAN NO URAIAN PENGELUARAN 

1 .  Saldo awal bulan Ditransfer ke : 
Februari 20 1 4  

2 .  Transfer dana 1 Kantor Pusat XX 
Tunjangan Kinerja 2 Kanwi1 1 XXX 
dan Tunjangan 3 (KANTOR X 1 )  
Tambahan dari Biro 
Perencanaan dan 
Keuangan bulan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20XX 

4 (KANTOR X2) 
5 (KANTOR X3) 
6 (KANTOR X4) 
7 (KANTOR X5) 

8 Kanwil 2 XXX 
9 (KANTOR X6) 
1 0  (KANTOR X7) 
1 1  (KANTOR X8) 

. . . . . .  dst 

1 97 (KANTOR X92)  
198 (KANTOR X93) 
199  Kanwil 15  XXX 
200 (KANTOR X94) . 
20 1 (KANTOR X9 5) 
202 (KANTOR X96) 

Jumlah transfer 

Sal do -

Jumlah - . Jumlah 

Sekretaris KP UE I 
Jakarta , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0XX 
Kepala Bagian Keuangan 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  ) 
NIP . . . . . . .  . " . . . . . . . .  . 
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FORMAT V 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

(UNIT ESELON I) 

PEMBERITAHUAN TRANSFER 
DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

LINGKUP KANWIL 1 XXX 
BULAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20XX 

NO SATUAN KERJA TRANSFER DANA 

1 Kanwil 1 'XXX 

2 (KANTOR X 1 ) 
3 (KANTOR X2 ) . 

4 (KANTOR X3 ) 

5 (KANTOR X4) 
6 (KANTOR XS ) 

JUMLAH KANWIL -

J almrta , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20XX 
Kepala Bagian Keuangan Kepala Sub bagian xxx 

( . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) . 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . .  . NIP . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
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KE M E NTE R IAN KE UANGAN RE P U B L I K I N DO N ES IA 

U N IT ESELON I 
U N I T  ESELON I I  
U N IT ESELON I l l  

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
PENGELOLAAN DANA TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN 

Yang bertahda tangan di bawah ini, Kepala Kantor/Balai / Pusatj Sekretaris Kantor 
Pusat Eselon I dengan ini menyatal<:an bertanggung jawab atas pengelolaan dana 
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan untuk bulan . . . . . . .  20xx sebesar Rp . . . . .  . 
(DENGAN HURUF) kepada seluruh pegawai Kantor / BalaijPusat/ Kantor Pusat Unit 
Eselon I .  

Bukti-bukti atas pembayaran Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan 
dimaksud disimpan pada Kantor / Balai/ Pusat untuk kelengkapan administrasi serta 
untuk keperluan rekonsiliasi data baik Unit Eselon I maupun Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya 

. . . . . . . .  : . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 . . .  . 
Kepala Kantor / Balai/ Pusat/ Sekretaris 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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flJ11'1JT ESElDN I} 

,.., !';am<> 
;NI F 

� 
1 I (NA11.1A PEG.!l.WAI ) 

l\ljJ P :1:9 

2 I (NAJ\o1A PEGAV\tAJ} 
l\ljJ P 1'9 

3 I (NAII.tA PEGAWAfi 
NI P' 1:9 

4 I (i'tAJ'•t • .>. PEGcA'.N.Al ) 
T'f i P  1:9 

5 I [NAr<.lA PEGAINAJ ) 
NIP 1'9 

STATUS KAWI N (STATU'S PERKA,.JI N'AN) 
TK = Tl DAK K_.>,>Ni N 
K = KA¥/I N  
D 
J 

= DUDA 
= JAND.,O. 

Esj 

�-

Go! 

4 

St<rtl!!S.;Ictcg 

.......... ........ , ,.., ... 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK I N DONESIA. 

- 2 3 -

DAFT;;>;R FE.Tv1!BAYARA14 �NI KIJ'l!ER1A DA" TUNJAI'«=AN!TA�I-'A14 
UllllT KE.R!A : {51!4TKER) 
,&'!Jtt.AN : ---------------- ZO'XX 

A. Ga;li 'Poook 
5. 1J.:5tru:t1/Fur� 

u.mmn Grd! -c. Gajl Kot•:>T 

D. T"j. Kr-=$ 
E ... T� Ta:'mbat"�n 
F_ P<:rt.Afbselu 

{%1 

G.. �..m Mi:tto 
, 0 � � - �l 

;H_ Tj..P?i> Ps . .2j( 
L. T�ng:;r• S....>tt::> 

( � "'-:; )  
J. Fot . .?Ph PS.ZCl 

Tur.Ja!�..JJ! 
o.p3:ya:rlo::a"" 

{ 1 - J }  No..R�k�riir,;g 

::::::: 

TELAH DI KREDITKAN KE REKEN I NG YAN€ BER:SAN G KUTAN 
BAN K :  

� k.e : .!. Cari z 

Keta;r.a;�a:n 

I] 



FORMAT VIII 

KE}.;fENTERL!>.."N" KELL!>.."N"G...!>.."N" REFL7J3.1.JK IN'"DO:NESL4.. 
(U:NTI ESELON I) 
(UNIT ESELON II) 

MENTERf KEUANGAN 
REPUBLIK I N DONESIA 

- 24 -

L�IL�V PERTAl.VGGUNGJAo:\i:�B....!\.N PENGELOL��V {I.FP) TtJNJA..!.VG_�N" :KINERJA D_�N" TUNJANG_� T_-'\.:MB..��N" 

Urais.n 

1: 

L Pa:nbaya.r,sn 'i'urgaJ:1:3:an 
2. Fs:nbay.a:r,Bn rapcl 
3. Fs:nbsy.a:ran 'i'PH 
4. (Lainn.ya ... .misai k::kura.nga.n PFh 

bu.lan s=b:lumnya) 
5. dst. . .  

] u n1. La h 

Sald'!l> awal 
2: 

:>..1engstahui : 

T I N G K A T  S A T K E R.  

(S._.!;.'l'KER) I 
BUL.�N . .. . . . . . . . . . .  2tr.X:X 

P;;on�:r:iJ:ru!.an I Pen�u:.aran 
Droping Ju:mlah 

.:. .p.-.-3) 

F'F'h. Ps.21. 
Terhut.a.n:t; DL�tor 

6 

�gs.n 
<'b:bay.a:rkan 

:7 

Kr-pala Kan.t..."'<r ;.coo.: 

NJF' 

Saldo .e.kl:ri:r I K>E:t.=:ranga:n 
Ju:mlah 

a, �'::\1 9 �--j '! iS .  

'-ro.:n'A;t. I,TP..:N'GG...!!..L/BDL-�N/T--�.HUN") 
Batdahara Ps:1.�uara:n .o 

NJF' . . . . . .  

4 



FORMAT IX 

KEMEN!ERIA.'\1 KEUA.:.'JGA'J REPUBLIK INTIONESIA 
(UNTf ESELON I). 
{uNTI ESELON ll} 

MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 2 5 -

LAPORAN PER.TANGGUNGJAWABAN PENGELOL.AAN {LPP) TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAl\ffi�l\HAN 

No Uraian 

1. 2 

1 Kanwil l  XXX 
2 (KA.'\1TOR Xl) 
3 (JG.l!u'-'10R X2} 
4 (KA.'-'"TOR X3) 
5 (KA."'"TOR X4) 

J u m l a h 

Penerimaan 

Sa1do awa1 I Dropmg 

3 4 

T I N G K A T W - .I L A Y A H 

LINGKlJP KAl ..... \'VIL (UNTI ESELON ll) 

Jumlah 
5 (3+4)  

Bl.iL.�N . .. . . . . . . . . . .  20:XX 

Pengeluaran 
PPh Ps.21 

Terhutang Disetor 
Tunjangan 
dibayarkan 

6 7 s 

I 

Jumlah Sa1do akh:ir I Keterangan 

9 {7+8) 10 (�9) 11. 

(KOTA), (TA._"'GGAL/BLL�'-:"/TAHL�) 
Kepa1a Kanvdl xxx 

( . . . . . . . . . .  . 
�lP . . . . .  ����������������������:::· · · ·} J 



FORMAT X 

MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK I N DONESIA 

- 2 6 -

�.N I<Et..T."-.NG.""-'.'J REPLi""BT..IK ll'-..11JON:!:.-'�IA 
{u"!\."'IT ESELON I) , . 

No 

1. 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
s 
9 

1.0 
11. 

LAPOR.�'l PERTANGGL!'NGJA1r'\'"ABA."'1 PENGELOLA.�'l {LPP} TUNJA. ..... GA. ..... KINERJA D.Ai.V  TUNJA ... �GAN TAMBAH..�'l 
T I N G K A T  P U S A T  

Pe:n-eri:m.aan 
U:rai,an Saldo a>,.·al Droping Jum!ah 

1. 2 :3 4 (2+3) 
Ka:nt.m: Pnsat 
Kan1.vil 1. XXX 
l,."K" .. L''iTOR X1) 
{KP'.NTOR X2) 
(K..A.N"TOR :XS) 
(K.."'u"''TOR X4) 
Kam�'il 2 XXX 
{K�"'-l"TOR X6) 
(l<..-";.t"''TOR :X7) 
{K?...r-.;"TOR XS) 
{K.,"""''TOR X9) 
(dst) 

J u :m l a h 

LilNGKu-:P (1.Jl,iTI ESELON I) . .  
B'i.lL.e.N -·-·---·--- 20XX 

Pe:ngel:naxan. 
. PPh Ps.2'1 

Terhutang Disetor 
::J 6 

Tunjan,ga.-"1.'­dibaya:rkan 
7 

I Saldo a...l::hir 
Jm:nlah 

Kete:r.angan 

S {6+7) 9 {4-S) 1.0 

Ja..lta..-ta,. {T • .>..NGG."'-�L/3L "'.."'.N/T."".ri'C?-J! 
Se.kretaris: Ditj-en/Badan 

�:;;-·----·--. . . . . . . . . . . ............. . . . . .... . ..... . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . ) 
4 



FORMAT XI 

KE!It!ENTERL'\N KEU_'\..l'JG."u'J REPUB:U:< INDOl'-T£SLA.. 
SEKRET?..RLA... T JENDER.A..L 
BIRO PERENC.'\..l'>.IAA""J.. D.� KEU�""'G�'\N 

MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 2 7 -

Lo%PORA..l'lif PERTANGG"UNGJAW.A.B-4!.....- PENGELOLA..�"l {LPP} TUNJ.4....l'lifG • .!\.N KINERJA DAN TIJ1'."'}.4.."lG.4....� TA]vfB.��"l . . . 

�:ro 

1. 

1. Seti...n 
2 DTA 
S DIP 
4 DJPb 
5 DJBC 
6 Di:<N 
7 DTPK 
S DWU 
9 ltf€I1 

1.0 BKF 
1� BFFK 

Urman 

1. 

J u m l a h 

Saldo awal 

2 

T I N G K A T  K .E I\.J: E N T E R I A N  . K E U A N G A N 

P�a.s:n 

Dr oping J=lah 
s 4 {2+3} 

BUL ... "U'\I --· ---- :2� 
I Pen:g-e.luar.an 

PPh Ps.21. 
Terhut:ang n;:,,..to;r 

Tunj.angan 
dihayarkan 

5 6 7 
J=lah 

Saldo a.khir K.e.ta-a.ngs.n 

S {6+7) 9 {4--S) :1{) 

Jakarta, (T • .;..,.'-Jc-G.-";.Lj5t..TL -",..;."'JfT.->;..:.,"-l.uN"} 
Kepala. Bir·e< F.=-_:n::n.ca._""lS.an dan ¥�.exl.an:.�a._,., 

�--·----- -- - ---- --- ------... . ..... . . ... . . . .. .. . . .... . . . . . . } 
· ··---·-- ---·- -- -- -� - -- - .  - - - -- --- --···-··- - ---·· 

4 



FORMAT XII 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 28 -

CONTOH FORMULIR SSPB UNTUK PENGEMBALIAN TUNJANGAN KINERJA 
TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 

S U RAT S ETO RAN 
P E N G E M B A L I A N  BE LA N J A  

Le m b a  r ­

u n tu k  1 K E MENTERIAN K E U AN GAN R l  
D ITJ E N  PERBEN DAH ARAAN 
K P P N  

I 0 I 1 I 9 .!Jakarta II 
N o m o r  

Ta n gga I 

(SS PB}  BEN DAHARA PENYETOR I 
WAJ IB SAYAR I BEN DAHARA 
PENERIMA SEBAGAI B U KT I  

SETORAN 

K E  R E KE N I N G KAS N EG A R A  N O M O R : 

A .  1 .  Ke m e n te ri a n / Le m b a  ga 

2 .  U n i t  O rga n i s a  s i Es e l o n  I 

3 .  F u n gs l ,  S u b  F u n gs i ,  Pro g ra m 

4. Ke g i a ta n , O u tp u t  

5.  S a tu a n Ke rj a  

6.  Lo k a s i  

7.  KP/ K D / D K/TP/ D S  

B .  1 .  N a m a /J a b a ta n  W a j i b S e to r/ 

W a j i b B a ya r  

0 

0 
1 

4 
0 
K 

Be 

1 I s 
0 ·  1 
1 0 1 1 - 1 o 1 o 1 o 1 1 1 
6 3 2 1 o 1 9 1 9 1 4 1  
0 9 2 9 1 4 1  
1 9 9 
p 

dahara Pengeluaran Bagian Anggaran 01S Setjen Kemenkeu 

2 .  N PW P  I o I o I o l 1 l 1 I 7 I 6 I 9 I 7 I o I 7 I s I o I o I o I 
3. AI a m a t  Jl. Dr. Wahidin Ray a No 1 Jakarta Pusat 

C. Ma ta A n gga ra n Pe n g e m b a l i a n  B e l a n : 1 S 1 2 4 1 1 R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

D .  J u m l a h  S e to ra n 

D e n ga n H u ru f  

PER H ATIAN 

2 :=�=:==P==:====:� 
3 :==:==:=�=::==:==: 
4 :==:==:=�=::==:==: S F=�*==*==:=�===l 
G F=�*==*==:=�===l 
7 F=�*==*==:=�===l B F=?=*=*==:=�===l 
9 
10 F=*=��=��� 

R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

R p  

R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
R p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

U ntuk keperlua n : 
B a ca l a h  d a h u l u  p e t u nj u k  p e n g i s i a n  fo rm u l i r  
S S P B  p a d a  h a l a m a n  b e l a k a n g l e m b a r i n i .  

Pe n ye to ra n s a  I d o  Tu nja  n ga n Ki n e  rj a Ta h u n  An gga ra n 20xx 
Kantor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .  D e s e m b e r  20xx 

( N a m a  pe n ye t o r) 

( N I P  Pe n ye to r) 

D i te ri m a  o l e h : 
B A N K  P E R S E PS I  / KA N T O R  POS D A N  G I R O 
Ta n gga l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

Ta n d a  Ta n g a n 

N a m a  Te ra n g  



MENTER! KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 29 -
FORMAT XIII 

CONTOH FORMULIR SSBP UNTUK PENGEMBALIAN TUNJANGAN KINERJA 
TAHUN ANGGARAN YANG TELAH LALU 

/.h K E M E NTERIAN KEUANGAN Rl  
& f5> 

';..;. D ITJ E N  P E R B E N DAHARAAN 
\,!� 

K P P N  

I o I 1 I 9 I 
K E  R E K E N I N G  KAS N EGARA N O M O R : 

A .  1 .  N PW P  B e n d a h a ra 

2 .  N a m a  B e n d a h a ra : 

3 .  Ala  m a t  

B .  1 .  K e m e n t e ri a n/ Le m baga 

2.  U n it O rga n isas i  Ese l o n  I : 

3 .  S at u a n  K e rj a  : 

4 .  F u ngs i/S u b  F u ngs i/ P rogram 

5 .  Keg iatan/S u b  Kegiata n : 

6 .  Lokas i  

c.  M A P  dan Ura ian  P e n e ri m a a n  : 

D .  J u m la h  Seto ra n : 

D e n g a n  H u ru f  

P E R H ATIAN 

B a c a l a h  d a h u l u  petu nj u k  p e n g i s i a n  fo r m u l i r  

SS P B  p a d  a h a l a m a n  b e l a k a n g  l e m b a r  i n i .  

J a k a rt a .  Dese m b e r  20XX 

( n a m a  b e n d a h a ra/pe nyetor)  
( N I P  b e n d a h a ra/pe nvetor)  

S U RAT S ETO RA N Le m ba r - 1 
B U KAN PAJ A K  u n t u k  

(SSBP)  BENDAHARA PENYETOR I 
N o m  or 

WAJ I B  SAYAR / 
BEN DAHARA PENERIMA 

Tangga l SEBAGAI B U KT I SETORAN 

l o l o l o l l l l l 7 1 6 1 9 1 7 1 o l 7 1 s l o l o l o l  
B e n d a h a ra P e n ge l u a ra n  BA 0 1 5  Setj e n  K e m e nte r i a n  K e u a n ga n  

J I . D r.Wa h i d i n  N o . 1 J a ka rta P u sat 

I o 1 1 I s l  
I I o l 1 I 
1 4 1  o 1 9 1  2 1  9 1 4 1  
ITITI ITITI I o I o I o l 1 l 
I 1 I 6 I 3 I 2 I I o 1 9 1 9 1 4 1  
I o l 1 l 9 1 9 1  
1 4 1 2 1 3 1 9 1 1 1 1 1 
Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Untuk keperl u a n  : 
Pe nyeto r a n  kele b i h a n  p e m b a y a r a n  T u n j .  K i n e rj a  TA 20XX a . n  . . . .  

K a n t o r  . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Diter i m a  o l e h  : 
BAN K P E RSEPS I  / KANTO R POS DAN G I R O 
Ta ngga l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ta n d a  Ta ngan  
Nama Te rang 

. _  
Q'  ; '  � ·  

----"--· '-· -------------------------------'' .� , :  · .  _;_' -------

Salinan sesuai dengan aslinya 
---

,. I�E.I?ALA BIRO UMUM 

/ ;f�PALt\. ���iAN T. U .  KEMENTERIAN 

((;..:��- --
� .A. - , B. · 1'� 

� <( �i����a420 198402 1 00 1 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

BAMBANG P .  S .  BRODJONEGORO 




